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I

PUTUSAN
Nomor 1329/Pdt.G/2021/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dk. Tegal Dowo, XXXXXXXXXXXXXXX, Desa
Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dk.
Tegal Dowo,  XXXXXXXXXXXXxXX, Desa Tegaldowo,

Kecamatan Tirto, Kabupaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-

bukti di persidangan ;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan
Nomor 1329/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 01 September 2021 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2005 telah dilangsungkan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
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Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXxXxxxxxx tertanggal 8-7-2005, dan
Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana
tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan  Tergugat
dilangsungkan berdasarkan kehendak keluarga Penggugat dan Tergugat
dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah,
warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah pribadi bersama di Dk. Tegal Dowo, XXXXXXXXXXXXxXX, Desa
Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten selama kurang lebih 16 tahun 1
bulan lamanya;

4, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami
isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan

sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :;

a. XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Pekalongan, 29-07-2006;
b. XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Pekalongan, 15-01-2011;
C. XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Pekalongan, 28-01-2014;

dan ketiga anak tersebut dalam asuhan bersama;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :;

- Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan
sehari-hari dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah dan malas
bekerja;

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti
memukul Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat;

- Kakak kandung Penggugat mengancam akan membunuh
Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat tidak memperdulikan dan tidak bertanggungjawab
terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
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- Tergugat berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat;

- Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan Gugatan
Perceraian;

sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat melakukan
pisah ranjang;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2015 telah terjadi pisah
ranjang selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan lamanya;

7. Bahwa selama 6 tahun 6 bulan terakhir Tergugat telah
membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan
uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Inayah binti
S.Wahidin) dengan Tergugat (Samsul Huda bin H. Shodikin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
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Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti

Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxx tanggal8 Juli 2005
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan
Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua

Majelis;
B. Saks
i-saksi;

1. Saks

i 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa TegalDowo
XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, telah
bersumpah secara agama lIslam, lalu memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
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Bah

wa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

sekitar bulan Juli 2005 dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang
sekarang tinggal dan diasuh bersama ;

Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

pribadi bersama selama 16 tahun lebih;
Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering bertengkar;
Bah
wa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;
Bah
wa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah

yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga
karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga pernah melakukan
KDRT seperti memukul Penggugat;

Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6

tahun lebih melakukan ranjang, Penggugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama;

Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan

Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta
Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada
yang berusaha untuk rukun kembali;

Bah

wa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak

berhasil;
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2. Saks

i 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata |, Pekerjaan

Pegawai Negri Sipil, tempat tinggal di Desa Podo XXXXXXXXXXXXXXX
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah
secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Bah

wa saksi adalah tetangga Penggugat;
Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

sekitar bulan Juli 2005 dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang

sekarang tinggal dan diasuh bersama ;

Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
pribadi bersama selama 16 tahun lebih;

Bah

wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering bertengkar;
Bah

wa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

Bah
wa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan nafkah yang
diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga karena
Tergugat malas bekerja, Tergugat juga pernah melakukan KDRT
seperti memukul Penggugat;

Bah

wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6

tahun lebih melakukan ranjang, Penggugat pergi meninggalkan

tempat kediaman bersama;

Bah

wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan
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Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta
Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada
yang berusaha untuk rukun kembali;

Bah

wa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak

berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap
ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan
agama lIslam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf
a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh
karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan
ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah
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melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas
sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat
diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain
untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah
dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan
hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan
memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan
ketentuan Pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban
menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz Il
hal 405;

QBIGIRPYG < NEKPBEANENESSD

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi
tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak

jawabnya menjadi gugur;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
beperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah
terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui
proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh
karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun
sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga
karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga pernah melakukan KDRT seperti
memukul Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih melakukan ranjang dan selama itu
pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan
nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana

layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga
Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian,
maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran
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Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan
gugatan Penggugat;

2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis.
pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal
134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan
pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya
sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti
berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh
para pihak, maka nilai kekuatan pembuktianya sempurna dan mengikat
berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah
dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi
saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah
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sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912
KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai

tiga orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh bersama ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2013 karena
nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga
karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga pernah melakukan KDRT

seperti memukul Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6
tahun lebih melakukan ranjang Penggugat pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk

Penggugat;

Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati nhamun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;
Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai

tiga orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh bersama ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2013 karena
nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga
karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga pernah melakukan KDRT

seperti memukul Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6
tahun lebih melakukan ranjang, Penggugat pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk

Penggugat;

Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati hamun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 08
Juli 2005 dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal dan
diasuh bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun
2013 karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari
keluarga karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga pernah melakukan
KDRT seperti memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama selama 6 tahun lebih melakukan ranjang, Penggugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah
pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang
terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan
perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan
dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri;

- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah
ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami
istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan
satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan
apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-
unsur terjadinya suatu perceraian;

Unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak
berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha
menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha
yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian
unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami isteri
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Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat
menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975
dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga
gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah
mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah
terpenuhi;

Unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah
ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai
suami istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal selama 6 tahun lebih melakukan ranjang, Penggugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama jangka waktu tersebut
sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi. Dengan demikian
Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga
seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak
menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana
layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak
saling perduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad
Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama
persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan
lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan
maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan
akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim
mengambil sikap sesuai dengan kaidah figh yang untuk selanjutnya diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

clall >k o0 awlell [

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan
dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat

ulama ahli Figh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid Il yang untuk

selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

G &) S UG G T
w o ctprifismnmnte ahagried
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Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatanya dihadapan
hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan
penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan
kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat
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mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya
suami terhadap istrinya dengan talak ba’in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian, sehingga petitum primer nomor 2 gugatan
Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dan Tergugat selama dalam
perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh
talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Samsul Huda bin
H. Shodikin)terhadap Penggugat (Inayah binti S.Wahidin);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada
hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal
13 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang
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terdiri dari Erfani, S.H.l., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani
Kartika Dewi, S.H.I dan Syamsuhartono, S.Ag., S.E, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut dengan dibantu Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.l., M.E.Sy

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Panitera Pengganti,

Ttd.
Fadlillah, S.H.
Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00
Biaya Redaksi " Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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